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ABSTRAK

. - bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang

berdasarkan Hannonized System 2017 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2017, perlu
melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan Harmonized System 2017 dan
ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2017 dalam Persetujuan sebagai bagian dari Persetujuan
Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Tiongkok yang juga telah menjadwalkan skema
penurunan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area;

Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 108/MDAG/SD/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Mengenai Penetapan Penyesuaian Tarif Bea Masuk
HS 2017 dalam skema I1J-EPA, IP-PTA, ATIGA, AIFTA, ACFTA, AKFTA, dan AANZFTA, telah
menyampaikan pula usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Are yang sebelumnya telah
diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN 3612); PMK 6/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017
Nomor 176).

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut;

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan Republik
Rakyat Tiongkok, dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea
masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi
dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di
negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian
ASEAN-China Free Trade Area;

b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat wajib
mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 55 pada pemberitahuan pabean impor;

. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area
sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:

i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana
dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;

ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerj a terhitung sejak
tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk
ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean
yang melakukan penelitian dokumen; dan

iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk



CATATAN

ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang
melakukan penelitian dokumen.
d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam
rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk
yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara um um.

Tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-China Free Trade
Area, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan in ternasional.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan
pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhitung sejak
tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 27

Februari 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 117/PMK.011/2012



